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PERATURAN DAERAH
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

Menimbang

Mengingat

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONES!A
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

»

GUBZERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan wadah
berhimpun Pegawai Negeri Sipil sebagai wahana pembinaan
korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan
perbuatan terpuji sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang
harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam
kedinasan dan kehidupan sehari-hari;

bahwa dalarn rangka melaksanakan pembinaan korps dimaksud
perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa
Tenggara Timur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
Provinsi dan Kabupaten/Kota:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Orpanisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Repubiik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pqkok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara r~epublik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomaor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); LF
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 785, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan l.embaran Negara
Repualik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4437) sebagairmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara P=puhlix indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaian Negara Republik
fhdonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahen Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4450Q);

Peraturan Pemerintah, Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintaban Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor §2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741):

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Republik indonesia:

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan
Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi
Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Perataan Organisasi Perangkat Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;,f




14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomeor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 00186);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISAS! DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

. BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Femerintah Dacrah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Guoernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi yang selanjutnya

disebut Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai

Republik iIndonasia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

. 7. Kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau

jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan jug  zrkanan erat safu
sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.
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BAB [l
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturar Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. ;79




BAB il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat KORPRI merupakan bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus
KORPRI Provinsi dan secara teknis .administratif bertanggung jav~ epaua Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan
administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat
KORPRI.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sckretariat KORPR]

menyefenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani:

C. penyelenggaraan kegiatan usaha dan kesejahteraan, bantuan hukum dan sosial;

d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI
Provinsi;

€. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi. '

BAB IV
ORGANISAS!
Pasal 6
(1)  Susunar Organisasi Sekretariat KORPR| terdiri atas -
a. Sekretaris;
b. Bagian; yang terdiri atas 3 (tiga) Bagian, yaitu :
1. Bagian Umum dan Kerjasama, terdiri atas -

a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kerjasama;
b) Sub Bagian Keuangan.

o

Bagian Olah Raga, Seni. Budaya, Mental dan Rohani, terdiri atas :
a) Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya;
b) Sub Bagian Mental dan Rehani.

3. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, terdiri atas
a) Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan:
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sasial.

c. Kelompok Jabatan Fungsional. ;\f
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(2) Bagian dan Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawat: kepada Sekretaris KORPRI,

Pasal 7

(1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KORPR! adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasai 8

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat KORPRI mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat KORPRI sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas
sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam ~erbap=i kelompok
sesuat dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
tenaga senior yang ditetapkan oleh Gubernur ates usul Sekretaris KORPRI.

(3) Jenis jabatan fungsionail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain arsiparis,
pranata komputer dar analis kepegawaian.

(4) Jumlah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAR VI
TATA KERJA
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KORPRI wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi. baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi
sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Pasal 11

(1) Sekretaris KORPRI! dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan
yang berlaku,

(2) Sekretaris KORPRI berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan
mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam

linglcungan kerjanya. ,\]9
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Pasal 12

Kepata Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam lingkungan Sekretariat KORPRI wajib
mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13
(1} Sckretaris KORPR!, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-uncangan yang

berlaku.

(2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VII!
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan

tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 032) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku. (;T)
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Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tan Géwf.qggmber 2010

A ALY E
GU \GGARA TIMUR,
!
*1 & L
A
? L MER

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2010

RAERAH PROVINSI

GGARA TIMUR, Nf
)
X ¥ m

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010
NOMOR 006




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISAS] DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UMUM

KORPRI merupakan wadah berhimgun Pegawai Negeri Sipil sebagai wahana
pembinaan korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan
perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam
kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Pembinaan Korps, yang dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan,
pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Repbulik Indonesia Tahun 1945,

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas KORPRI perlu dibentuk organisasi yang
mampu memberikan dukungan teknis, operasional dan administratif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Il. PASAL DEMI] PASAL

Pasal 1

Cuicup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas. '
Pasal 8

Cukup jelas. ff




Pasal

Pasal

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

9
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan
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“senior” dalam ketentuan ini adalah senior

berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan yang d° . uarkan oleh Biro
Kepegawaian Setda Provinsi NTT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

10

Cukup jelas.

11

Cukup jelas.

12

Cukup jelas.

13

Cukup jelas.

14

Cukup jelas.

15

Cukup jelas.

16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0040




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PRO&I NUSA TENGGARA TIMUR . BAGAN STRUKT!JR ORGANISASI o
NOMOR : & TAHUN 2010
NUSA TENGGARA TIMUR
1
SEKRETARIS |
|
I ol
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
[ ]
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
UMUM DAN OLAH RAGA, SENI, USAHA DAN BANTUAN
KERJASAMA BUDAYA, MENTAL DAN SOS3IAL
| ROHANI
5iJB BAGIAN SLR BAGIAN SUB BAGIAN
ADMINISTRAS! UMUM | | OLAH RAGA, SENIDAN USAHA DAN
DEN KERJASAMA BUDAYA 1 KESEJAHTERAAN
n SUB BAGIAN | SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN MENTAL DAN L | BANYUAN HUKUM
ROH&NI DAN SOSIAL
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